
 

 

 

 

 

 

KOTA SAWAHLUNTO 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUNTO TIMUR 

NOMOR  : 188.50/45/LTM-SWL/2018 
 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 
PEMBANTU DESA LUNTO TIMUR KECAMATAN LEMBAH SEGAR  

KOTA SAWAHLUNTO 

 
KEPALA DESA LUNTO TIMUR, 

 

Menimbang : a bahwa informasi publik merupakan informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima 

oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa Lunto Timur 

Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ; 

 : b bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang 

lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana 

pelayanan informasi ; 

 : c bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Desa Lunto Timur agar berdaya guna dan 

berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ; 

 : d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota 

Sawahlunto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan   

Daerah  Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II  

Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3423);  



10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 140,tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  ( Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pesiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54  Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah    

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5 ); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / 

Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42); 

20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi  Kewenangan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 

Tahun 2016 Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 

2016 Nomor 17); 

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 

2016 Nomor 36); 

23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 

Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 40); 

24. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/306/WAKO-

SWL/2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dalam 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2017; 

25. Peraturan Desa Lunto Timur  Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Desa Lunto Timur Tahun 2017 Nomor 4 );  



   
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :    

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pembantu Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah 

Segar Kota sawahlunto 

Kedua 

 
 

 

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, 

mempunyai tugas : 

a. Memberikan layanan informasi publik kepada 

masyarkat sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan; 

b. Membantu PPID Kota Sawahlunto dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangannya; 

c. Membuat, mengumpulkan, serta memlihara informasi 

dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit 

kerjanya; 

d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi 

dapat/tidaknya diakses oleh publik; 

e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Sawahlunto 

dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta 

dokumetasi. 

Ketiga : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Lunto Timur Tahun 2018 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di : Lunto Timur 

Pada Tanggal :  02 Juli 2018 

Kepala Desa Lunto Timur 
 

 

 
 

 

A D E P R O N 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1. Walikota Sawahlunto; 
2. Inspektur Kota Sawahlunto; 
3. Ka. BPKAD Kota Sawahlunto; 
4. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Sawahlunto 
5. Ka. Bagian Pemerintahan Setdako Sawahlunto; 
6. Ka. Bagian Pembangunan Setdako Sawahlunto; 
7. Camat Lembah Segar 
8. Yang bersangkutan 
9. Arsip 

 

 
 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUNTO TIMUR 

 

NOMOR  : 188.50/45/LTM-SWL/2018 

TANGGAL  : 02 JULI 2018 

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI       

                              DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA LUNTO TIMUR   
                              KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO 

 

 

No Nama  Jabatan Tugas 

1 ADEPRON Kepala Desa Atasan Pejabat PPID 

2 ABDUL HADI Sekretaris Desa PPID 

3 DESI GUSNITA SARI, S.Pd Kasi Pelayanan Bidang Pelayanan dan 

Dokumentasi Informasi 

 

 

 
Kepala Desa Lunto Timur 

 

 
 

 

 
ADEPRON 

 

 

 

 


